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Pendahuluan 
Penerapan konsep negara hukum menurut 2 (dua) tradisi 
yaitu konsep negara hukum menurut konsep Eropa 
Continental dan negara hukum menurut konsep Anglo 
Saxon, maka Indonesia lebih condong menerapkan negara 




Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
Instruksi Gubernur Maluku Nomor 09 Tahun 2005 
dibentuk berdasarkan wewenang perundang-undangan 
ataukah berdasarkan freies ermessen, dan bagaimanakah 
akibat hukum yang timbul dari adanya pembentukan 
Instruksi Gubernur Maluku tersebut terhadap Pegawai 
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku. 
Metode: Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif, dengan dua 
pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan analitis. Data yang digunakan 
adalah data sekunder yaitu menggunakan bahan-bahan 
hukum premier, sekunder dan tersier. Data yang ada 
kemudian dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dan 
studi penelusuran pustaka. 
Hasil: Hasil penelitian adalah bahwa Instruksi Gubernur 
Maluku Nomor 09 Tahun 2005 tentang Tindakan 
Administratif Terhadap Pelanggaran Disiplin Jam Kerja 
Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Maluku dibuat berdasarkan freies ermessen. Hal 
tersebut dibuktikan dengan cara melakukan pengujian 
terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi 
dasar yuridis pembentukan Instruksi Gubernur Maluku 
dimaksud, dan pengujian terhadap syarat-syarat freies 
ermessen yang dikemukakan oleh pakar hukum 
administrasi, yang kemudian diketahui bahwa tidak 
satupun dari dasar yuridisnya memberikan wewenang 
atribusi maupun delegasi perundang-perundangan kepada 
Gubernur Maluku untuk mengeluarkan Instruksi 
dimaksud, namun lebih tepat diklasifikasikan kedalam 
peraturan kebijakan sebagai perwujudan tertulis dari 
freies ermessen. 
Instruksi Gubernur Maluku Nomor 09 Tahun 2005 tentang 
Tindakan Administrasi Terhadap Pelanggaran Disiplin Jam 
Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Maluku merupakan salah satu tindakan hukum 
Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, dalam hal ini 
Gubernur Maluku selaku Kepala Pemerintah di Provinsi 
dalam rangka meningkatkan disiplin dan pembinaan 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Maluku. 
 Penulisan ini dilatar belakangi oleh adanya 
keingin-tahuan mengenai dasar pembentukan Instruksi 
Gubernur Maluku itu sendiri, yang kemudian dirumuskan 
dalam permasalahan yang diangkat, yaitu apakah ada 
wewenang atribusi atau delegasi untuk pembentukan 
Instruksi Gubernur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil 
ataukah Instruksi Gubernur Maluku tersebut dibuat 
berdasarkan freies ermessen yaitu kewenangan bebas yang 
dimiliki pemerintah untuk menentukan tindakan sendiri 
tanpa terikat pada peraturan perundang-undangan 
Kesimpulan: Penetapan Instruksi Gubernur Maluku ini 
menimbulkan akibat hukum bagi Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, yaitu 
menimbulkan adanya hak, kewajiban dan kewenangan 
yang baru serta merubah hak, kewajiban dan kewenangan 
yang sudah ada, baik untuk subyek maupun obyek Instruksi 
Gubernur Maluku tersebut. 
Kata Kunci: Instruksi Gubernur Maluku, freies ermessen, 
Peraturan Kebijakan. 
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dapat dilihat dalam praktek penyelenggaraan negara 
termasuk praktek peradilan yang lebih condong memenuhi 
ciri-ciri negara hukum menurut konsep Eropa Continental, 
yaitu : 1). Mengutamakan hukum tertulis, yaitu Peraturan 
Perundang-undangan sebagai sendi utama sistem 
hukumnya, 2). Mengupayakan selengkap mungkin setiap 
peraturan hukum untuk disusun dalam sebuah kitab 
undang-undang, 3). Suatu undang-undang itu baik kalau 
dipenuhi beberapa syarat, yakni harus bersifat umum, 
lengkap, tersusun dalam suatu kodifikasi, 4). Kedudukan 
pemerintah atau hakim tidak lebih hanya sekedar “mesin” 
yang bertugas menerapkan suatu Undang-Undang, dan 5). 
Tradisi hukum Continental sering juga disebut tradisi 
hukum sipil, karena pada permulaan kodifikasi terutama 
ditujukan pada hukum-hukum di lapangan keperdataan 
termasuk di lapangan perniagaan atau dagangdisebabkan 
adanya pengaruh sejarah penjajahan Belanda yang begitu 
lama menjajah Indonesia yang juga menganut konsep Eropa 
Continental. Selain itu, dalam praktek penyelenggaraan 
proses peradilan di Indonesia, sangat jarang dijumpai 
adanya putusan-putusan hakim yang bersumber dari 
yurisprudensi B. Hestu Cipto Handoyo [1]. 
Negara hukum pada dasarnya terutama bertujuan untuk 
memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Oleh 
karenanya menurut Philipus M. Hadjon, [2].  bahwa 
perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak 
pemerintah dilandasi oleh dua prinsip; prinsip hak asasi 
manusia dan prinsip negara hukum. Franz Magnis Suseno 
[3].  mengatakan, mengapa negara hukum penting? Karena 
dalam kondisi-kondisi modern hanya ketaatan pada hukum 
menjamin rasionalitas, keadilan dan harkat kemanusiaan 
hidup bersama dalam masyarakat. Sedangkan Jimly 
Asshidiqie [4]. mengatakan bahwa dalam konsep negara 
hukum tersebut, diidealkan bahwa yang harus dijadikan 
panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah 
hukum, bukan politik ataupun ekonomi. 
Konsep negara hukum yang dipraktekkan di berbagai 
negara berdaulat dewasa ini adalah negara kesejahteraan 
(welfare state), yakni bahwa pemerintah ditempatkan 
sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kesejahteraan 
rakyatnya, dan ciri utama negara ini adalah munculnya 
kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan 
umum bagi warganya (bestuurzorg). Menurut E. Utrecht, 
sejak negara turut secara aktif dalam pergaulan 
kemasyarakatan, maka lapangan pekerjaan pemerintah 
makin lama makin luas. Administrasi negara diserahi 
kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum 
(Ridwan HR [5]).  Indikasi bahwa Indonesia menganut 
konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah 
untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana 
yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, 
yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara 
ketertiban dunia.” Tujuan-tujuan ini diupayakan 
perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan 
secara bertahap dan berkesinambungan dalam program 
jangka pendek, menengah dan panjang. 
Di dalam ikut campur dalam berbagai urusan 
kesejahteraan masyarakat tersebut, maka negara membuat 
kebijakan dalam bentuk “tindakan pemerintah”,   baik untuk 
menghasilkan norma umum maupun norma khusus.  
Tindakan pemerintah tersebut dapat berupa: 1). Keputusan-
keputusan, 2). Ketetapan yang bersifat umum, 3). Tindakan 
hukum perdata, 4). Tindakan nyata (Diana Halim Koentjoro 
[7]). 
 Istilah lainnya adalah “perbuatan administrasi negara” 
(bestuurs handeling/overheids handeling) yaitu perbuatan 
yang dilakukan oleh alat perlengkapan 
pemerintah/penguasa dalam tingkat tinggi dan rendahan 
secara spontan dan mandiri (zelfstanding) untuk 
pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.   Tindakan 
pemerintah tersebut dapat berupa tindakan nyata (feitelijke 
handelingen) dan tindakan hukum (rechtshandelingen). 
Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada 
relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak 
menimbulkan akibat-akibat hukum (Ridwan HR [5]), 
sedangkan tindakan hukum menurut Sadjijono yaitu 
tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan 
akibat hukum tertentu untuk menciptakan hak dan 
kewajiban (Diana Halim Koentjoro [6]). Tindakan ini lahir 
sebagai konsekuensi logis dalam kedudukannya pemerintah 
sebagai subyek hukum, sehingga tindakan hukum yang 
dilakukan menimbulkan akibat hukum.  
Tindakan hukum pemerintah selanjutnya dibagi menjadi 2 
(dua) bentuk yaitu tindakan berdasarkan hukum publik dan 
berdasarkan hukum privat. Tindakan hukum publik ini ada 
2 (dua) bentuk, yakni tindakan hukum publik bersifat 
sepihak (eenzijdig publiekrechtelijke handeling), dan 
tindakan hukum publik yang bersifat berbagai pihak, yakni 
dua pihak atau lebih (meerzijdik publiekrechtelijke 
handelingen), yang menurut E. Utrecht disebut tindakan 
hukum publik bersegi satu dan bersegi dua.  Tindakan 
hukum publik yang bersifat sepihak (bersegi satu) yang 
dilakukan oleh alat-alat perlengkapan pemerintah ini 
disebut “beschiking” atau “ketetapan atau keputusan”. 
Dikatakan bersegi satu karena dilakukan atau tidaknya 
tindakan hukum Tata Usaha Negara yang memiliki kekuatan 
hukum itu pada akhirnya tergantung kepada kehendak 
sepihak dari Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang 
memiliki wewenang pemerintahan untuk berbuat demikian 
(Sadjijono [7]).  
Selain bentuk tindakan pemerintah tersebut di atas, dalam 
hukum administrasi pada umumnya dikenal juga bentuk 
aturan selain daripada peraturan perundang-undangan, 
yakni Peraturan Kebijaksanaan. Untuk bentuk aturan ini, 
dalam praktek hukum administrasi di berbagai negara 
disebut dengan nama yang berbeda. Dalam bahasa Belanda 
disebut beleidsregel, sedangkan dalam bahasa Inggris 
disebut policy rules. Disebut beleids, policy, atau kebijakan, 
karena secara formal bentuknya tidak dapat disebut atau 
memang bukan berbentuk peraturan yang resmi (Jimly 
Asshiddiqie [4]).  
Keberadaan peraturan kebijakan ini tidak dapat 
dilepaskan dengan adanya kewenangan bebas dari 
pemerintah yang sering disebut dengan istilah freies 
ermessen. Menurut Marcus Lukman, freies ermessen 
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diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang 
bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi 
negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat 
sepenuhnya pada undang-undang (Ridwan HR [5]). 
Bentuk-bentuk dari peraturan kebijaksanaan tersebut 
antara lain: beleidlijnen (garis kebijakan), het beleid 
(kebijakan), voorschriften (peraturan-peraturan), 
richtlijnen (pedoman), regelingen (petunjuk), circulaires 
(edaran), resoluties (resolusi), aanschrijvingen (perintah 
tertulis/instruksi), beleidsnota’s (nota kebijakan), 
reglementen (ministriele) (peraturan menteri), 
beschikkingen (keputusan), dan bekenmakingen 
(maklumat). Peraturan ini ditujukan untuk memberikan 
arahan dan petunjuk kepada bawahan, serta mengatur 
berbagai kepentingan dan posisi hukum warga masyarakat 
(Indroharto [8]). 
Terkait dengan eksistensi Instuksi Gubernur Nomor 09 
Tahun 2005 tentang Tindakan Administratif Terhadap 
Pelanggaran Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, maka  dapat 
dikategorikan ke dalam peraturan kebijaksanaan, oleh 
karena bentuk peraturan berupa instruksi tidak termasuk 
dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
Namun selanjutnya perlu ditelusuri sumber kewenangan 
pembuatan Ingub itu sendiri, termasuk di dalamnya  
Instuksi Gubernur Nomor 09 Tahun 2005 tentang Tindakan 
Administratif Terhadap Pelanggaran Disiplin Jam Kerja 
Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Maluku.  
Dalam setiap tindakan pemerintah dituntut mestilah 
memenuhi wetmatigheid van bestuur. Akan tetapi 
perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa dalam 
pembuatan kebijakan dalam bentuk tindakan pemerintah 
juga memperhatikan daya guna serta tujuan pembuatannya 
yang dikenal dengan sebutan doelsmatigheid van bestuur. Di 
dalam rangka pemenuhan asas wetmatigheid  dan 
doelsmatigheid van bestuur tersebut, maka  Instruksi 
Gubernur Maluku seharusnya ditelaah sumber 
kewenangannya. Permasalahan akan muncul bilamana 
tuntutan terhadap doelsmatigheid terlampau besar, maka 
lama kelamaan lapangan pekerjaan pemerintah makin luas, 
sehingga diharuskan adanya pembatasan peran pemerintah 
dalam mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat dan 
kesejahteraan umum (bestuurszorg) yang melahirkan asas 
staatsonthouding.  Padahal pemerintah dalam menjalankan 
urusannya mempunyai kewenangan bebas (freies 
ermessen) berdasarkan kebutuhan mendesak dan 
kegentingan yang memaksa.  
Berdasarkan pertimbangan (konsideransi) tindakan 
pemerintah berdasarkan freies ermessen perlu ada 
penyeimbangannya. Untuk menyeimbangkan 
(memperhatikan equalitas) antara wetmatigheids dan 
doelsmatigheid van bestuur, kemudian kewajiban 
bestuurszorg maka freies ermessen di dalam lingkup 
tindakan  pemerintah sendiri perlu diciptakan (diadakan) 
keseimbangan.  
Berpatokan pada kebutuhan menertibkan Pegawai Negeri 
Sipil sebagai aparatur pemerintah, maka Instruksi Gubernur 
Maluku dipakai sebagai tindakan hukum pemerintah (dalam 
hal ini Gubernur Maluku) yang menimbulkan akibat hukum 
bagi obyek Instruksi Gubernur Maluku tersebut yaitu setiap 
Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan 
Pmerintahan Provinsi Maluku. Selanjutnya dasar 
pembuatan Instruksi Gubernur Maluku tersebut masih perlu 
dipertanyakan asal kewenangannya (atribusi, delegasi atau 
mandat), ataukah berdasarkan freies ermessen. Jika 
berdasarkan kewenangan atribusi, maka harus ada 
peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan 
asli Gubernur Maluku membuat Ingub Penertiban PNS. 
Berdasarkan kewenangan delegasi, maka mesti ada 
peraturan perundang-undangan yang melimpahkan kepada 
Gubernur Maluku berwenang untuk membuat Instruksi 
Gubernur mengenai Penertiban PNS. Selanjutnya penetapan 
Instruksi Gubernur Maluku ini tentu saja menimbulkan 
akibat hukum bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Maluku. Akibat hukum dimaksud harus 
seimbang antara hak, kewajiban, dan kewenangan antara 
subyek maupun obyek Instruksi Gubernur Maluku tersebut, 
yaitu setiap Pegawai Negeri Sipil maupun pejabat yang 
mengeluarkan Instruksi tersebut 
 
Materi dan Metode 
Metode Pendekatan 
Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, 
yaitu dengan 2 (dua) pendekatan utama, yaitu (1) 
Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach); dan 
(2) Pendekatan Analitis (Analytical Approach).  
Spesifikasi Penelitian 
Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif, karena 
penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 
secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala 
sesuatu yang diteliti. Sedangkan analitis berarti 
mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna.16  
Analisis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikann jawaban terhadap permasalahan dalam 
tulisan ini. 
 
Jenis dan Sumber Data 
Sebagai suatu penelitian hukum normatif, maka data 
dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup : 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang 
mengikat, terdiri dari norma-norma mengenai hukum 
administrasi, peraturan dasar (UUD Negara RI Tahun 
1945), dan peraturan perundang-undangan yang 
terkait dengan pembentukan Instruksi Gubernur 
Maluku Nomor 09 Tahun 2005, di antaranya : 
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah; 
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 
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 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku; 
 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 
 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan 
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 
 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 
 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 
 
b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer, terdiri dari hasil-hasil 
penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum 
administrasi dan hukum tata negara. 
c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang 
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 
bahan hukum primer dan sekunder, dalam penulisan ini 
digunakan kamus hukum. 
 
Metode Pengumpulan Data 
Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik (1) studi 
dokumen, (2) studi penelusuran pustaka. Studi dokumen 
dilakukan terhadap Instruksi Gubernur Maluku Nomor 09 
Tahun 2005 Tentang Tindakan Administratif Terhadap 
Pelanggaran Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku. Studi penelusuran 
pustaka dilakukan terhadap referensi hukum administrasi  
 
Metode Analisa Data 
Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan 
teknik kualitatif-normatif, yakni memasukan data dan 
menganalisisnya menurut bahan hukum primer, sekunder, 
dan tersier. 
 
Hasil dan Pembahasan 
Instruksi Gubernur Maluku Nomor 09 Tahun 
2005: Kuasa Perundang-Undangan Atau Freies 
Ermessen 
Hirarkis peraturan perundang-undangan sebagaimana 
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(UU-P3), bahwa hirarkisnya adalah sebagai berikut : 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang; 
3. Peraturan Pemerintah; 
4. Peraturan Presiden; 
5. Peraturan Daerah. 
Dalam UU-P3 tersebut, jenis peraturan Instruksi Gubernur 
tidak disebutkan, akan tetapi Instruksi Gubernur dapat 
ditemukan eksistensinya dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk 
Produk Hukum Daerah. Dalam Pasal 2 UU-P3 disebutkan 
bahwa jenis produk hukum daerah terdiri atas: Peraturan 
Daerah; Peraturan Kepala Daerah; Peraturan Bersama 
Kepala Daerah; Keputusan Kepala Daerah; dan Instruksi 
Kepala Daerah. 
Pengertian Produk hukum daerah adalah peraturan 
daerah yang diterbitkan oleh kepala daerah dalam rangka 
pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Pengertian tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur 
Penyusunan Produk Hukum Daerah, Pasal 1. Instruksi 
Kepala Daerah selanjutnya diklasifikasikan ke dalam produk 
hukum daerah bersifat penetapan. 
Sifat suatu Instruksi Gubernur yang adalah penetapan, 
maka perlu dikemukakan mengenai penetapan itu sendiri. 
Penetapan/keputusan/ketetapan (Beschikking) merupakan 
satu di antara dua bentuk norma hukum tertulis dilihat dari 
isi/substansinya, bentuk yang satunya lagi adalah peraturan 
perundang-undangan (Regeling). 
Pengertian keputusan/penetapan/ketetapan adalah suatu 
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat 
tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha 
negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang 
menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum 
perdata (Irfan Fachruddin [9]) Bersifat individual berarti 
ditujukan untuk seseorang, beberapa orang atau banyak 
orang yang telah tertentu, bersifat konkrit berarti perbuatan 
tersebut lebih nyata (konkrit) dan tertentu, dan bersifat 
final (berlaku sekali selesai) berarti berlaku hanya sekali 
saja setelah ditetapkan selesai. 
Disamping kedua bentuk produk hukum regeling dan 
beschikking sebagaimana dijelaskan di atas, dalam lapangan 
hukum administrasi negara berkembang bentuk produk 
hukum yang disebut dengan peraturan kebijakan 
(Beleidsregels/pseudowetgeving/policy rules) dan 
perencanaan (Anonim [10]) Peraturan Kebijakan 
merupakan salah satu bentuk produk hukum yang lahir 
karena adanya kebebasan bertindak yang melekat pada 
administratur negara yang lazim disebut dengan freies 
ermessen atau diskresi. 
Mengenai kedudukan Instruksi Gubernur  Maluku Nomor 
09 Tahun 2005 merupakan freies ermessen, perlu dilakukan 
pengujian terhadap Instruksi Gubernur Maluku itu sendiri. 
Pengujian dimaksud dilakukan dari dua sisi. Sisi pertama 
adalah pengujian dari masing-masing peraturan perundang-
undangan sebagaimana tercantum dalam Bagian Mengingat 
Instruksi Gubernur Maluku Nomor 09 Tahun 2005, 
pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya 
wewenang atribusi atau delegasi dari peraturan perundang-
undangan untuk membentuk Instruksi Gubernur Maluku 
tersebut, sedangkan pengujian berikutnya dilakukan 
menurut unsur-unsur maupun syarat-syarat freies 
ermessen.  
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Pengujian pertama dilakukan terhadap Bagian Mengingat 
Instruksi Gubernur Maluku Nomor 09 Tahun 2005. Dalam 
Bagian Mengingat tersebut terdapat 10 (sepuluh) 
peraturan, yang mana selanjutnya masing-masing peraturan 
akan diuji bahwa Instruksi Gubernur Maluku ini adalah 
wewenang perundang-undangan ataukah freies ermessen. 
Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut: 
 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 Tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku 
 Dalam undang-undang ini, ada tidaknya atribusi kepada 
pejabat pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur 
mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat antara 
lain dalam Pasal 4 Undang-undang ini, yang mana pada butir 
A tentang Urusan Tata Daerah, Angka 2 menyebutkan bahwa 
“Menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan 
dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, 
pemeliharaan harta dan milik daerah, serta lain-lain hal 
untuk melancarkan pekerjaan daerah”. Sedangkan 
Ketentuan Peralihan (Pasal 7), mengatakan bahwa : 
“Ketentuan-ketentuan mengenai pegawai, keuangan, tanah, 
bangunan, gedung, inpentaris, hutang-piutang dan 
peraturan-peraturan yang berlaku sebelum berlakunya 
Undang-undang ini yang lazim berlaku bagi pembentukan 
sesuatu daerah swatantra ditetapkan dan soal-soal yang 
timbul mengenai hal-hal itu diselesaikan oleh Menteri 
Dalam Negeri bersama-sama dengan Menteri yang 
bersangkutan. 
Dari kedua pasal di atas tidak secara nyata memberikan 
atribusi kepada pejabat pemerintah untuk menetapkan 
peraturan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian 
Dalam UU ini, pengaturan mengenai disiplin Pegawai 
Negeri Sipil terdapat dalam Bagian Kelima tentang Sumpah, 
Kode Etik, dan Peraturan Disiplin, Pasal 30 ayat ayat (1) 
bahwa pembinaan jiwa korps, kode etik dan peraturan 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak boleh bertentangan 
dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang 
Dasar 1945, sedangkan ayat (2), bahwa pembinaan jiwa 
korps, kode etik dan peraturan disiplin sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah. 
Dari ketentuan ayat (2) di atas, maka disini terjadi adanya 
pelimpahan wewenang atribusi, yaitu pelimpahan 
wewenang dari pembuat undang-undang kepada organ 
pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah dalam 
rangka mengatur lebih lanjut mengenai disiplin Pegawai 
Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah dimaksud kemudian 
direalisasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 
Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sip 
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah 
Pasal 13 Undang-undang ini merincikan urusan wajib yang 
menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Ada 15 
(lima belas) kategori urusan wajib tersebut, ditambah 
urusan wajib lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, 
yang mana ketentuan lanjutan tersebut sebagai 
pendelegasian daripada huruf p Pasal 13 Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004.  
Terdapat 31 (tigapuluh satu) urusan pemerintahan dalam 
PP Nomor 37 Tahun 2007 yang dibagi bersama antar 
tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, yang mana jika 
dikaitkan dengan pokok permasalahan penulisan ini, maka 
urusan yang sesuai adalah urusan pemerintahan 
sebagaimana disebutkan dalam point t dari susunan urusan 
dimaksud, yaitu otonomi daerah, pemerintahan umum, 
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, 
kepegawaian dan persandian. Selanjutnya PP ini tidak 
memberikan delegasi perundang-undangan mengenai 
disiplin Pegawai Negeri Sipil.  
Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 146 menyebutkan 
bahwa : “untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa 
peraturan perundang-undangan, kepala daerah 
menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan 
kepala daerah”. Ketentuan pasal di atas jelas 
mengindikasikan bahwa kepala daerah berhak menetapkan 
peraturan dan keputusan berdasarkan adanya delegasi 
perundang-undangan, dan bahwa yang ditetapkan adalah 
peraturan dan keputusan, bukan instruksi. 
Dengan demikian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah tidak memberikan delegasi 
pembentukan peraturan perundang-undangan kepada 
pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur untuk 
menetapkan ketentuan mengenai tindakan administratif 
atas pelanggaran peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 ini mengatur 
mengenai mekanisme pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, 
mulai dari  pemberhentian atas permintaan sendiri (Pasal 
2), pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun 
(Pasal 3,4,5), pemberhentian karena adanya 
penyederhanaan organisasi (Pasal 6,7), pemberhentian 
karena melakukan pelanggaran / tindak / penyelewengan 
(Pasal 8,9,10), pemberhentian karena tidak cakap 
jasmani/rohani (Pasal 11), pemberhentian karena 
meninggalkan tugas (Pasal 12), pemberhentian karena 
meninggal dunia/hilang (Pasal 13,14), pemberhentian 
karena hal-hal lain (Pasal 15).  
Berkaitan dengan penulisan ini, maka pemberhentian yang 
dibicarakan di sini yaitu pemberhentian karena melakukan 
pelanggaran/tindak/penyelewengan. Pasal 8 huruf a 
Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa “Pegawai 
Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat 
sebagai Pegawai Negeri Sipil karena: Melanggar 
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Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan 
Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
Di sini dapat dilihat bahwa  Pegawai Negeri Sipil dapat 
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri 
Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil (PP Nomor 30 Tahun 1980). Pemberhentian tidak 
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil termasuk 
dalam jenis hukuman disiplin berat, dan pejabat yang 
berwenang menghukum khusus bagi Pegawai Negeri Sipil 
Daerah Otonom yang berpangkat Pembina golongan ruang 
IV/a ke bawah adalah Menteri Dalam Negeri atas usul 
Gubernur yang bersangkutan. 
Mengenai ada tidaknya delegasi perundang-undangan 
kepada Gubernur untuk menetapkan aturan selanjutnya, 
maka dalam Bab V tentang Ketentuan Penutup, Pasal 31 
menyebutkan bahwa “Hal-hal yang belum cukup diatur 
dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Presiden.” Keputusan Presiden dimaksud 
selanjutnya tidak ada kaitannya secara langsung dengan 
Instruksi Gubernur Maluku ini, karena Keputusan Presiden 
yang diakomodir dalam Bagian Mengingat Instruksi 
Gubernur Maluku ini adalah hanya Keputusan Presiden RI 
Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja pada Kantor-
kantor Pemerintah RI. 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
Peraturan Pemerintah ini mengatur secara lengkap dan 
eksplisit mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Terdapat 
VII Bab dan  32 Pasal, masing-masing sebagai berikut : 
a. Bab I: Ketentuan Umum (Pasal 1) 
b. Bab II: Kewajiban dan Larangan (Pasal 2 s/d Pasal 3) 
c. Bab III : Hukuman Disiplin (Pasal 4 s/d Pasal 22) 
 Bagian Pertama: Pelanggaran Disiplin 
 Bagian Kedua: Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin 
 Bagian Ketiga: Pejabat Yang Berwenang 
Menghukum 
 Bagian Keempat: Tatacara Pemeriksaan, 
Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan 
Hukuman Disiplin 
 Bagian Kelima: Keberatan Atas Hukuman Disiplin 
 Bagian Keenam : Berlakunya Keputusan Hukuman 
Disiplin 
a. Bab IV: Badan Pertimbangan Kepegawaian (Pasal 23 
s/d Pasal 24) 
b. Bab V: Ketentuan Lain-Lain (Pasal 25 s/d Pasal 29) 
c. Bab VI: Ketentuan Peralihan (Pasal 30) 
d. Bab VII: Ketentuan Penutup (Pasal 31 s/d Pasal 32) 
Dalam Bab II mengenai Kewajiban dan Larangan, 
khususnya Pasal 2 huruf k, terdapat kewajiban Pegawai 
Negeri Sipil untuk mentaati ketentuan jam kerja. Ketentuan 
ini selanjutnya diakomodir dalam Bagian Menimbang 
Instruksi Gubernur Maluku Nomor 09 Tahun 2005, yaitu 
bahwa : dalam rangka meningkatkan disiplin dan 
pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Maluku, maka setiap Pegawai Negeri Sipil 
diwajibkan untuk mentaati ketentuan jam kerja.  
Sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 1980 
di atas, Bab III tentang Hukuman Disiplin, maka pelanggaran 
terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 2 dan Pasal 3 PP di atas, dikenakan sanksi-sanksi 
tertentu berupa : 
Tingkat hukuman disiplin terdiri dari : 
a. Hukuman disiplin ringan; 
b. Hukuman disiplin sedang; 
c. Hukuman disiplin berat. 
Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari : 
a. Teguran lisan; 
b. Teguran tertulis; 
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 
Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari : 
a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 
(satu) tahun; 
b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala 
untuk paling lama 1 (satu) tahun; 
c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 
(satu) tahun. 
Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari : 
a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih 
rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun; 
b. Pembebasan dari jabatan; 
c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; 
d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai 
Negeri Sipil. 
Hukuman disiplin di atas kemudian dijabarkan lebih lanjut 
dalam Instruksi Gubernur Nomor 09 Tahun 2005 dengan 
tidak mengurangi esensi dan maksud dari PP No. 30 Tahun 
1980, yang mana hukuman disiplin dalam Ingub tersebut 
(telah diuraikan sebelumnya) dapat dikategorikan dalam 
tingkat hukuman disiplin ringan. 
Selanjutnya mengenai ada pendelegasian wewenang 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ini 
kepada pejabat pemerintah lainnya, maka dalam Pasal 28 
Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa hal-hal yang 
belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur 
lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Keputusan 
Presiden dimaksud adalah Keputusan Presiden RI Nomor 58 
Tahun 1964 tentang Jam Kerja pada Kantor-kantor 
Pemerintah RI. Penjelasan mengenai Keppres dimaksud 
akan dijelaskan pada point 7 selanjutnya. 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil 
Korelasi antara peraturan disiplin dalam PP Nomor 30 
Tahun 1980 dengan PP Nomor 9 Tahun 2003 di atas terletak 
dalam Pasal 31, yaitu: Kewenangan  penjatuhan hukuman 
disiplin dan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil 
serta kewenangan lain dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah 
tersebut dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah ini. 
Penjatuhan hukuman disiplin dimaksud dalam PP Nomor 
9 Tahun 2003 ini berkaitan dengan adanya tindakan 
administratif yang diatur dalam PP ini, yaitu berupa 
peringatan, teguran, dan pencabutan keputusan atas 
pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian. 
Penjatuhan hukuman disiplin tersebut dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
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masalah tersebut, dalam hal ini adalah PP Nomor 30 Tahun 
1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di sini 
juga tidak ada pendelegasian. 
 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 
1964 Tentang Jam Kerja pada Kantor-kantor Pemerintah RI 
Keputusan Presiden ini menetapkan jam kerja untuk 
segenap kantor pemerintah Republik Indonesia, dengan 
ketentuan bahwa masing-masing kepala kantor pemerintah 
dapat mengadakan penyimpangan dari jam-jam kerja yang 
telah ditentukan guna kepentingan/kelancaran pekerja 
masing-masing kantor, dengan pengertian bahwa jumlah 
jam kerja dalam satu minggu tidak boleh lebih dan tidak 
boleh kurang dari 37 jam 30 menit. 
Dapat dilihat bahwa Keppres ini mengatur secara teknis 
mengenai jam-jam kerja pada kantor-kantor pemerintah. 
Tidak ada ketentuan untuk menetapkan peraturan dibawah 
Keppres secara hirarkis mengenai hal ini. Dengan demikian, 
tidak ada delegasi untuk pejabat pemerintah dalam hal ini 
Gubernur untuk mengeluarkan instruksi. 
 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1983 
Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
110 Tahun 1982 tentang Pendelegasian Wewenang 
Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam Lingkungan 
Departemen Dalam Negeri 
 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1983 
ini telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang 
Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam Lingkungan 
Departemen Dalam Negeri. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 
mengatur mengenai pendelegasian wewenang dalam hal 
penjatuhan hukuman disiplin di lingkungan Departemen 
Dalam Negeri. Pendelegasian wewenang tersebut yaitu dari 
Menteri Dalam Negeri kepada pejabat eselon I hingga 
pejabat eselon IV untuk menjatuhkan hukuman disiplin 
kepada Pegawai Negeri Sipil yang secara hirarkis berada 
dibawahnya. Hukuman disiplin yang diberikan adalah sesuai 
dalam PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil, mulai dari teguran lisan hingga 
pembebasan dari jabatan.  
Mengenai ada tidaknya pendelegasian wewenang untuk 
mengeluarkan Instruksi Gubernur, maka dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri ini tidak menyebutkan mengenai hal 
itu, karena hanya mengatur mengenai hirarkis 
pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin 
saja. 
 
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku 
Nomor 862/SK/741/1983 tanggal 20 September 1983 
tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Disiplin dalam 
lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Maluku 
 
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
Maluku Nomor 862/SK/741/1983 ini juga mengatur 
mengenai pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman 
disiplin, tapi hanya dalam lingkup pemerintah daerah 
tingkat I Maluku. 
Surat Keputusan Gubernur ini juga mengatur secara 
hirarkis mengenai pendelegasian wewenang penjatuhan 
hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dari Gubernur 
kepada pejabat eselon II hingga pejabat eselon IV di 
lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Maluku. 
Pendelegasian tersebut mencakup hukuman disiplin sesuai 
PP Nomor 30 tahun 1980, mulai dari teguran lisan hingga 
pembebasan jabatan. SK Gubernur ini hanya mengatur 
mengenai pendelegasian wewenang, karena itu tidak ada 
delegasi wewenang untuk mengeluarkan Instruksi 
Gubernur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
 
Surat Edaran Gubernur Maluku Nomor 061.2/1418 Tanggal 
25 Juni 2003 Tentang Disiplin Jam Kerja dan Penggunaan 
Pakaian Dinas 
 
Surat Edaran ini menetapkan mengenai ketentuan jam 
kerja dan penggunaan pakaian dinas. Akan tetapi Surat 
Edaran ini tidak dapat diuji terhadap Instruksi Gubernur 
Maluku Nomor 09 Tahun 2005, karena Surat Edaran 
bukanlah peraturan perundang-undangan melainkan 
peraturan kebijakan, dan Surat Edaran Gubernur tidak 
termasuk dalam produk hukum daerah sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 
2006. 
Dari pengujian terhadap peraturan perundang-undangan 
yang menjadi dasar yuridis ditetapkannya Instruksi 
Gubernur Maluku Nomor 09 Tahun 2005 di atas (10 
peraturan), tidak ditemukan adanya satupun peraturan 
perundang-undangan yang memberikan wewenang atribusi 
maupun delegasi secara langsung kepada Gubernur dalam 
hal ini Gubernur Maluku untuk membentuk suatu peraturan 
baru dalam bentuk instruksi yang mengatur mengenai 
disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Maluku. 
Pengujian selanjutnya dilakukan terhadap unsur-unsur 
freies Ermessen sebagaimana dikemukakan oleh Sjachran 
Basah dalam Ridwan HR, [5].  3 yaitu sebagai berikut : 
 
1. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik;  
Dalam huruf a Bagian Menimbang, Instruksi Gubernur 
Maluku Nomor 09 Tahun 2005 tentang Tindakan 
Administratif Terhadap Pelanggaran Disiplin Jam Kerja 
Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Maluku, disebutkan bahwa dalam rangka 
meningkatkan disiplin dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil 
di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, maka setiap 
Pegawai Negeri Sipil diwajibkan untuk mentaati ketentuan 
jam kerja.  
Pentaatan terhadap ketentuan jam kerja merupakan salah 
satu langkah yang patut dilakukan oleh setiap Pegawai 
Negeri Sipil sebagai upaya mendasar dalam melakukan 
tugas-tugas pelayanan (servis) terhadap masyarakat.  
 
2. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi 
negara; 
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Dikeluarkannya Instruksi Gubernur Maluku Nomor 09 
Tahun 2005 ini tentunya merupakan salah satu sikap tindak 
yang aktif dari administrasi negara, dalam hal ini pejabat 
pemerintah (Gubernur). Dikatakan demikian karena 
substansi Instruksi Gubernur ini adalah berupa 
sanksi/hukuman apabila terjadi pelanggaran terhadap 
ketentuan jam kerja, yang mana tindakan tersebut 
merupakan bentuk pelaksanaan dari norma dan sanksi yang 
telah diatur dalam PP No. 30 Tahun 1980. 
 
3. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum; 
Instruksi Gubernur Maluku Nomor 09 Tahun 2005 
merupakan bentuk produk hukum daerah dalam bentuk 
penetapan yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku. 
Meskipun secara langsung tidak ada wewenang atribusi 
maupun delegasi untuk itu, akan tetapi terdapat 
kewenangan samar-samar/kabur yang terkandung dalam 
beberapa peraturan perundang-undangan yang 
mengindikasikan adanya wewenang untuk itu. Selain itu 
apapun sifat wewenangnya, baik itu terikat, fakultatif, 
maupun bebas (berdasarkan freies ermessen), Instruksi 
Gubernur Maluku merupakan salah satu bentuk ketetapan 
yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang memiliki 
kekuatan hukum mengikat bagi obyek tertentu, dalam hal ini 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Maluku. 
 
4. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri; 
Tidak adanya wewenang secara langsung dari  peraturan 
perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa 
dikeluarkannya Instruksi Gubernur Maluku Nomor 09 
Tahun 2005 sebagai salah satu inisiatif pemerintah, dalam 
hal ini pemerintah Provinsi Maluku untuk mengatur disiplin 
Pegawai Negeri Sipil di lingkup pemerintah Provinsi Maluku, 
dalam hal mengurangi dan membatasi angka-angka Pegawai 
Negeri Sipil yang tidak mentaati ketentuan jam kerja. 
 
5. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan 
persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-
tiba; 
Eksistensi Instruksi Gubernur Maluku Nomor 09 Tahun 
2005 ini sebagai salah satu tindakan urgensi dari Gubernur 
Maluku tahun 2005 untuk meningkatkan kedisiplinan 
Pegawai Negeri Sipil  mengingat angka pelanggaran Pegawai 
Negeri Sipil terhadap ketentuan jam kerja semakin 
meningkat, sedangkan sanksi yang telah diatur dalam PP No. 
30 Tahun 1980 tidaklah spesifik mengatur mengenai jenis 
pelanggaran dan sanksi yang dikenakan terhadap 
pelanggaran dimaksud. 
 
6. Sikap tindak itu dapat dipertanggung jawab baik secara 
moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara 
hukum. 
Tentu saja Instruksi ini dapat dipertanggungjawabkan 
secara hukum karena ditetapkan berdasarkan atas hukum, 
yaitu yang dikemukakan dalam Bagian Mengingat, juga 
dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. 
 
Selanjutnya berikut ini akan dilakukan pengujian juga 
terhadap syarat-syarat freies ermessen yang dikemukakan 
oleh Muchsan. Menurutnya, wewenang freies ermessen 
dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut : 
1. Belum ada peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang penyelesaian secara konkrit terhadap 
suatu masalah tertentu, sedangkan masalah tersebut 
menuntut penyelesaian dengan segera; bahwa  
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil memang telah 
mengatur mengenai norma dan sanksi mengenai 
disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun pengaturannya 
masih secara umum. Instruksi Gubernur Maluku Nomor 
09 Tahun 2005 mengatur secara spesifik mengenai 
salah satu norma yang terdapat dalam PP Nomor 30 
Tahun 1980 yaitu mentaati ketentuan jam kerja, juga 
mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran terhadap 
norma tersebut. Sanksi yang diatur dalam Instruksi 
Gubernur Maluku tersebut tergolong jenis sanksi 
disiplin ringan sebagaimana juga diatur dalam PP 
Nomor 30 Tahun 1980.  
2. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
bertindak aparat pemerintah memberikan kebebasan 
sepenuhnya untuk bertindak; bahwa meskipun tidak 
ada pendelegasian perundang-undangan secara 
langsung untuk pembentukan Instruksi Gubernur 
Maluku Nomor 09 Tahun 2005, namun peraturan 
perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis 
pembentukan Instruksi Gubernur Maluku tersebut 
memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah 
(Gubernur) sebagai daerah otonom untuk 
membentuknya. Peraturan perundang-undangan yang 
dimaksud adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah yaitu bahwa dalam 
menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahannya. Urusan pemerintahan dimaksud 
adalah urusan wajib sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota, yang mana salah satu urusan 
wajib pemerintahan daerah provinsi adalah 
kepegawaian 
3. Adanya delegasi wewenang dari perundang-undangan, 
maksudnya aparat pemerintah diberi kekuasaan untuk 
mengatur, menilai dan menentukan tindakan sendiri 
atas tanggungjawabnya sendiri; bahwa Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
memberikan delegasi kepada pemerintah daerah untuk 
mengatur, menilai dan menentukan tindakan sendiri 
atas tanggungjawabnya sendiri, dalam kerangka 
otonomi daerah, dalam hal urusan wajib pemerintahan 
daerah, yang mana urusan kepegawaian termasuk salah 
satu urusan wajib pemerintahan daerah. 
4. Tindakan dilakukan dalam hal-hal tertentu yang 
mengharuskan untuk bertindak; bahwa Instruksi 
Gubernur Maluku Nomor 09 Tahun 2005 merupakan 
tindakan hukum pemerintah daerah Provinsi Maluku 
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dalam hal ini Gubernur Maluku sebagai Kepala 
Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku yang diambil 
sebagai upaya meningkatkan disiplin Pegawai Negeri 
Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.  
 
Dari pengujian terhadap syarat-syarat freies ermessen di 
atas, terbukti bahwa Instruksi Gubernur Maluku Nomor 09 
Tahun 2005 tentang Tindakan Administratif Terhadap 
Pelanggaran Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku memenuhi semua 
syarat, baik yang dikemukakan oleh Sjachran Basah maupun 
oleh Muchsan, sebagai suatu peraturan kebijakan yang 
dikeluarkan berdasarkan freies ermessen. 
Dari analisa secara normatif substansial terutama 
terhadap dasar-dasar yuridis pembentukan Instruksi 
Gubernur Maluku Nomor 09 Tahun 2005 tentang Tindakan 
Administratif Terhadap Pelanggaran Disiplin Jam Kerja 
Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Maluku, dapat  dikatakan bahwa Instruksi 
Gubernur Maluku dimaksud tidak memiliki legitimasi yang 
kuat karena penetapannya tidak didasarkan atas peraturan 
perundang-undangan, melainkan berdasarkan freies 
ermessen. 
Selain pengujian yang dilakukan terhadap perundang-
undangan yang menjadi dasar pembuatan Instruksi 
Gubernur Maluku tersebut serta pengujian terhadap unsur-
unsur freies ermessen di atas, perlu juga dikemukakan 
pendapat-pendapat yang memperkuat pemahaman bahwa 
Instruksi Gubernur Maluku ini merupakan produk hukum 
yang dikeluarkan berdasarkan freies ermessen. 
Dalam suatu instruksi, adresat atau subjek norma ialah 
orang-orang tertentu, dan perilaku yang dirumuskan atau 
objek norma bersifat sekali atau beberapa kali namun 
tertentu bilangannya. Oleh karena itu, dalam suatu instruksi, 
adresat yang terkandung di dalamnya bersifat individual. 
Selain itu, dalam suatu instruksi terdapat hubungan 
organisasi antara yang memberikan/mengeluarkan 
instruksi dan yang menerima instruksi, yaitu hubungan 
atasan bawahan. Sedangkan dalam peraturan perundang-
undangan adresat atau subjek norma bersifat umum (Maria 
Farida Indrati Soeprapto [11].  Berdasarkan pendapat-
pendapat di atas, sebuah instruksi termasuk Instruksi 
Gubernur Maluku lebih tepat digolongkan ke dalam 
peraturan kebijakan (freies ermessen) bukan peraturan 
perundang-undangan.  
Dari pengujian serta pendapat-pendapat di atas dapat 
dikemukakan bahwa Instruksi Gubernur Maluku Nomor 09 
Tahun 2005 tentang Tindakan Administratif Terhadap 
Pelanggaran Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dibuat 
berdasarkan freies ermessen. 
 
Akibat Hukum Instruksi Gubernur Maluku 
Nomor 09 Tahun 2005 Sebagai Freies 
Ermessen Terhadap Penertiban PNS 
Menurut  Ishaq [12], akibat hukum adalah akibat yang 
ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Atau suatu akibat yang 
ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Peristiwa 
hukum menurut Satjipto Rahardjo  adalah suatu kejadian 
dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan 
hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang 
tercantum di dalamnya lalu diwujudkan [13]. 
Akibat hukum merupakan sebuah konsekuensi yang 
timbul dari adanya suatu perbuatan hukum. Perbuatan 
hukum itu adalah perbuatan manusia yang dilakukan secara 
sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban (Ishaq [12]. 
R. Soeroso berpendapat, perbuatan hukum adalah setiap 
perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang 
akibatnya diatur oleh hukum, karena itu bisa dianggap 
sebagai kehendak dari yang melakukan hukum (R. Soeroso 
[14]). Kemudian Marwan Mas mengemukakan bahwa 
perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan 
subyek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan akibat 
hukum itu memang dikehendaki oleh subyek hukum.9 
Sedangkan Sudikno Mertokusumo10 berpendapat bahwa 
perbuatan hukum adalah perbuatan subyek hukum yang 
ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja 
dikehendaki oleh subyek hukum (Marwan Mas [15]). Pada 
asasnya akibat hukum ini ditentukan juga oleh hukum 
(Sudikno Mertokusumo [16]). 
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapatlah 
dijelaskan bahwa perbuatan hukum yaitu suatu perbuatan 
yang dilakukan oleh subyek hukum (manusia atau badan 
hukum), yang mana perbuatan tersebut dapat menimbulkan 
hak dan kewajiban yang dikehendaki oleh yang 
melakukannya. 
Dalam lapangan hukum administrasi,  istilah perbuatan 
hukum lebih dikenal dengan istilah tindakan hukum. 
Tindakan hukum dalam hukum administrasi adalah 
tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.  
Tindakan pemerintah (bestuurhandelingen) adalah setiap 
tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat 
perlengkapan pemerintahan (bestuurorgaan) dalam 
menjalankan fungsi pemerintahan (bestuurfunctie) [7].   
Ada 2 (dua) bentuk tindakan pemerintah, yakni tindakan 
berdasarkan hukum (rechtshandeling) dan tindakan 
berdasarkan fakta/nyata atau bukan berdasarkan hukum 
(feitelijkehandeling). 
Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada 
relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak 
menimbulkan akibat-akibat hukum (Ridwan H.R [5]). 
Sedangkan tindakan hukum menurut R.J.H.M. Huisman 
dalam Ridwan H.R [5],  tindakan-tindakan yang berdasarkan 
sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. 
Telah dijelaskan sebelumnya bawa ada dua bentuk 
tindakan hukum pemerintah, yakni tindakan berdasarkan 
hukum publik dan berdasarkan hukum privat. Di sini akan 
lebih dibahas mengenai tindakan berdasarkan hukum 
publik.  
Tindakan berdasarkan hukum publik (publiekrechttelijke 
handeling) adalah setiap tindakan pemerintahan yang 
didasarkan pada hukum publik (bersifat hukum 
administratif) dan memiliki akibat hukum administratif 
pula. Tindakan hukum publik ini ada dua bentuk, yakni 
tindakan hukum publik bersifat sepihak dan tindakan 
hukum publik yang bersifat berbagai pihak, yang menurut E. 
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Utrecht disebut tindakan hukum publik bersegi satu dan 
bersegi dua.  
Tindakan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan 
oleh organ pemerintah disebut “beschikking” atau 
“ketetapan/keputusan”. Dikatakan bersegi satu karena 
dilakukan dan tidaknya tindakan hukum Tata Usaha Negara 
tergantung kepada kehendak sepihak dari Badan atau 
Jabatan Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang 
pemerintahan untuk berbuat demikian. Demikian halnya 
dengan peraturan kebijaksanaan, merupakan tindakan 
hukum publik bersegi satu (Sadjijono [17]). 
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat 
dikatakan bahwa suatu instruksi tergolong dalam tindakan 
hukum publik bersegi satu. 
Tindakan hukum publik ini membawa konsekuensi dan 
akibat hukum di bidang hukum administrasi, oleh karena itu 
disyaratkan adanya keabsahan tindakan hukum yang 
dilakukan. Tindakan hukum pemerintah dapat digambarkan 




Gambar 1. Mekanisme Tindakan Hukum Pemerintah 
 
Istilah tindakan hukum ini semula berasal dari ajaran 
hukum perdata yang kemudian digunakan dalam hukum 
administrasi negara, sehingga dikenal tindakan hukum 
administrasi (administratieve rechtshandeling). Menurut 
H.J Romeijn, tindakan hukum administrasi adalah suatu 
pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi 
dalam keadaan khusus, dimaksudkan  untuk menimbulkan 
akibat hukum dalam bidang hukum administrasi.   
Akibat hukum yang lahir dari suatu tindakan hukum 
adalah akibat-akibat yang memiliki relevansi dengan 
hukum, seperti penciptaan hubungan hukum baru, 
perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada.  
Jadi, dapat dikatakan bahwa tindakan hukum dimaksud 
dilakukan oleh organ pemerintahan (bestuursorgaan) dan 
menimbulkan akibat hukum khususnya bidang hukum 
administrasi. 
Menurut R. Soeroso, [14]   akibat hukum ialah akibat suatu 
tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat 
yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. 
Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata 
lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu 
tindakan hukum. Akibat hukum ini dapat berujud  : 
a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan 
hukum; 
b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan 
hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana 
hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan 
hak dan kewajiban pihak yang lain; 
c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang 
melawan hukum. 
Dari wujud akibat hukum di atas dikemukakan mengenai 
hubungan hukum, yaitu hubungan antara dua atau lebih 
subyek hukum, di mana  dalam hubungan hukum ini hak dan 
kewajiban pihak yang satu berhadapan  dengan hak dan 
kewajiban pihak yang lain. 
Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi : segi 
“bevoegdheid” (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan 
lawannya “plicht” atau kewajiban. Kewenangan yang 
diberikan oleh hukum kepada subyek hukum (orang atau 
badan hukum) dinamakan “hak”. Dengan demikian hukum 
memberikan suatu hak kepada subyek hukum untuk 
berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan 
oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan/hak dan 
kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. 
Berdasarkan pemahaman-pemahaman mengenai akibat 
hukum di atas, maka dapat dikemukakan bahwa akibat 
hukum memiliki unsur-unsur : (1). Menimbulkan suatu 
keadaan hukum baru, (2). Mengubah keadaan hukum yang 
berlaku sebelumnya, dan (3). Menghilangkan, meniadakan, 
atau membekukan, menyatakan tidak berlakunya keadaan 
hukum sebelumnya. Akibat hukum bukan sekedar berkaitan 
dengan keadaan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan 
“hubungan hukum”  dan  “sanksi hukum”. Kaitan akibat 
hukum terhadap hubungan hukum adalah: (1). 
Menimbulkan suatu hubungan hukum baru, mengubah 
suatu hubungan hukum yang sudah ada sebelumnya, dan 
meniadakan hubungan hukum yang terjalin antara dua 
subyek hukum atau lebih yang mnimbulkan hak dan 
kewajiban hukum karena adanya suatu obyek hukum 
tertentu, (2). Untuk penegakan yang efektif terhadap 
keberlangsungan perubahan hukum dan hubungan hukum, 
diperlukan sanksi hukum. Jika disimpulkan sementara 
bahwa akibat hukum adalah berkaitan dengan hak dan 
kewajiban baru, kewenangan baru, serta kedudukan hukum 
baru. 
Senada dengan pendapat-pendapat di atas, lebih spesifik 
mengenai akibat hukum atas tindakan hukum yang 
dilakukan pemerintah, H.D. Van Wijk/Williem Konijnenbelt 
[17] mengemukakan bahwa akibat hukum tindakan 
pemerintah berimplikasi : 
1. Menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau 














Bersifat sepihak (bersegi 
satu): 
Beschikking 
Bersifat berbagai pihak 
(bersegi dua/banyak): 
Kontrak kerja 
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2. Menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi 
seseorang atau obyek yang ada; 
3. Terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan ataupun 
status tertentu yang diterapkan. 
Dikaitkan dengan pendapat yang telah dikemukakan di 
atas serta pendapat dari H.D. van Wijk/Williem 
Konijnenbelt, maka akibat hukum suatu instruksi yang 
dikeluarkan berdasarkan freies ermessen kemudian dapat 
diposisikan ke dalam pendapat-pendapat tersebut.  
 
Dengan demikian Instruksi Gubernur Maluku Nomor 09 
Tahun 2005 memiliki akibat hukum sebagai berikut: 
 
1. Menimbulkan hak, kewajiban, dan kewenangan yang 
baru 
Dimaksud hak, kewajiban, dan kewenangan yang baru 
dalam Instruksi Gubernur Maluku ini adalah timbulnya hak, 
kewajiban dan kewenangan yang tadinya tidak ada menjadi 
ada karena ditetapkannya Instruksi Gubernur Maluku. 
Ada beberapa teori tentang hak. Salah satu teori tersebut 
adalah belangen theorie dari Rudolf ven Jhering dalam R. 
Suroso [14] yaitu teori yang menganggap hak sebagai 
kepentingan yang terlindung. Teori ini merumuskan bahwa 
hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang 
bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum. 
Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, [16]   ada 
juga pendapat bahwa hak adalah kewenangan yang 
diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hukum. [14]   
Hak disebut juga hukum subyektif. Hukum subyektif ini 
merupakan segi aktif daripada hubungan hukum. Sedangkan  
kewajiban merupakan peranan yang harus dilaksanakan 
(bersifat imperatif) (Saut. P. Panjaitan [19]). Ada juga yang 
berpendapat bahwa kewajiban adalah beban yang diberikan 
oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum (J. B. Daliyo, 
dkk [20]).  
Dikaitkan dengan dikeluarkannya Instruksi Gubernur 
Maluku Nomor 09 Tahun 2005, maka hak baru yang timbul 
adalah berupa hak dari setiap pimpinan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) yaitu  di mana Instruksi Gubernur 
Maluku ini ditujukan, yakni untuk melakukan pembinaan 
dan pengawasan terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan unit kerja masing-masing. Pimpinan SKPD yang 
dimaksud adalah para Assisten Sekda Maluku, para Kepala 
Dinas/Badan/Kantor Provinsi Maluku, Sekretaris DPRD 
Provinsi Maluku, Sekretaris KPU Provinsi Maluku, para 
Kepala Biro dalam lingkungan Sekretariat Daerah Maluku, 
Direktur RSUD dr. M. Haulussy Ambon, dan para Kepala 
UPTD Provinsi Maluku.  
Kewajiban baru yang timbul adalah kewajiban setiap 
Pegawai Negeri Sipil untuk masuk dan pulang kantor sesuai 
ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Gubernur Maluku 
Nomor 061.2/1418 Tanggal 25 Juni 2003 tentang Disiplin 
Jam Kerja dan Penggunaan Pakaian Dinas, yaitu Pukul 08.00 
WIT sebagai jam masuk kantor dan Pukul 16.30 WIT sebagai 
jam pulang kantor. 
Kewenangan baru yang timbul adalah kewenangan setiap 
kepala SKPD untuk menjatuhkan hukuman disiplin bagi 
setiap PNS yang berada di lingkungan unit kerja yang 
dipimpinnya, yang mana sebelumnya belum ada 
kewenangan yang sama.  
Tata cara/prosedur penjatuhan hukuman disiplin yang 
digunakan pimipinan SKPD adalah sesuai produr 
sebagaimana diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 1980 
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Surat 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1983 
tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman 
Disiplin dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 11 Tahun 
2006 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan 
Hukuman Disiplin adalah sebagai berikut: 
1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang 
berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu 
Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan 
pelanggaran disiplin. 
2) Pemeriksaan dilakukan secara lisan, oleh karena jenis 
sanksi yang diatur dalam Instruksi Gubernur Maluku ini 
adalah termasuk jenis sanksi/hukuman disiplin ringan. 
3) Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang disangka 
melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara 
tertutup. 
4) Apabila dianggap perlu, dalam melakukan pemeriksaan, 
pejabat yang berwenang menghukum dapat mendengar 
atau meminta keterangan dari orang lain. 
5) Jenis hukuman disiplin berupa teguran lisan, dinyatakan 
dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang 
berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil 
yang bersangkutan. 
6) Jenis hukuman disiplin berupa teguran tertulis, 
pernyataan tidak puas, penundaan kenaikan gaji 
berkala selama 3 (tiga) bulan, penurunan gaji sebesar 1 
(satu) kali kenaikan gaji berkala selama 3 (tiga) bulan, 
penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) 
bulan, penundaan kenaikan pangkat selama 6 (enam) 
bulan, dinyatakan secara tertulis dan disampaikan oleh 
pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai 
Negeri Sipil yang bersangkutan. 
 
2. Menimbulkan perubahan hak, kewajiban dan 
kewenangan  
Dimaksud perubahan hak, kewajiban, dan kewenangan 
yaitu tadinya ada hak, kewajiban, kewenangan yang 
kemudian menjadi berubah dikarenakan ditetapkannya 
Instruksi Gubernur Maluku Nomor 09 Tahun 2005 tersebut.  
Perubahan hak yang dimaksud di sini adalah berubahnya 
hak setiap Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan hukuman 
disiplin tertentu atas hak-hak tertentu pula. Hak-hak yang 
berubah tersebut adalah : 
a. Hak atas kenaikan gaji berkala ditunda selama 3 (tiga) 
bulan, apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 
selama 11 (sebelas) s/d 13 (tiga belas) hari kerja secara 
terus menerus/berselang dalam 1 (satu) bulan tidak 
masuk kantor tanpa alasan yang sah (alpa) dan atau 18 
(delapan belas) s/d 22 (dua puluh dua) kali secara terus 
menerus berselang dalam 1 (satu) bulan terlambat 
masuk kantor/pulang lebih cepat. 
b. Hak untuk memperoleh gaji penuh (100%) diturunkan 
sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala selama 3 
(tiga) bulan, apabila Pegawai Negeri Sipil yang 
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bersangkutan selama 14 (empat belas) s/d 16 (enam 
belas) hari secara terus menerus /berselang dalam 1 
(satu) bulan tidak masuk kantor tanpa alasan yang sah 
(alpa) dan atau 23 (dua puluh tiga) s/d 27 (dua puluh 
tujuh) kali secara terus menerus berselang dalam 1 
(satu) bulan terlambat masuk kantor/pulang lebih 
cepat. 
c. Hak atas kenaikan gaji berkala ditunda selama 6 (enam) 
bulan, apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 
selama 17 (tujuh belas) s/d 19 (sembilan belas) hari 
kerja secara terus menerus/berselang dalam 1 (satu) 
bulan tidak masuk kantor tanpa alasan yang sah (alpa) 
dan atau 28 (dua puluh delapan) s/d 32 (tiga puluh dua) 
kali secara terus menerus berselang dalam 1 (satu) 
bulan terlambat masuk kantor/pulang lebih cepat. 
d. Hak atas kenaikan pangkat ditunda selama 6 (enam) 
bulan, apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 
selama 20 (dua puluh) hari kerja secara terus 
menerus/berselang dalam 1 (satu) bulan tidak masuk 
kantor tanpa alasan yang sah (alpa) dan atau 28 (dua 
puluh delapan) s/d 32 (tiga puluh dua) kali secara terus 
menerus berselang dalam 1 (satu) bulan terlambat 
masuk kantor/pulang lebih cepat. 
Kewajiban yang berubah dengan dikeluarkannya Instruksi 
Gubernur ini adalah kewajiban setiap Pegawai Negeri Sipil 
dalam hal mentaati ketentuan jam masuk dan pulang kantor 
sesuai Surat Edaran Gubernur Maluku Nomor 061.2/1418 
Tanggal 25 Juni 2003 tentang Disiplin Jam Kerja dan 
Penggunaan Pakaian Dinas, karena pelanggaran terhadap 
kewajiban tersebut akan berdampak pada hak-hak yang 
dimiliki setiap Pegawai Negeri Sipil.   
Kewenangan yang berubah adalah kewenangan Gubernur 
untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Sebelum 
dikeluarkannya Instruksi Gubernur Maluku ini, semua 
hukuman disiplin dijatuhkan oleh Gubernur atau Sekretaris 
Daerah atas nama Gubernur. Dengan dikeluarkannya 
Instruksi Gubernur Maluku ini, maka kewenangan Gubernur 
dalam hal menjatuhkan hukuman disiplin menjadi berubah 
karena didelegasikan kepada pimpinan SKPD.  
 
3. Menimbulkan sanksi (Punishment) apabila terjadi 
pelanggaran. 
Sanksi dalam Instruksi Gubernur Maluku ini adalah 
semata-mata untuk menguatkan norma-norma dalam 
Instruksi Gubernur Maluku ini.  
Mengenai norma, maka norma yang terkandung dalam 
Instruksi Gubernur Maluku ini termasuk norma hukum 
berjenjang, sesuai dengan teori tentang jenjang norma 
hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, [21]   yaitu 
bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan 
berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Hal ini juga 
dipertegas oleh Indroharto [8]  , bahwa keseluruhan norma 
hukum TUN dalam masyarakat itu memiliki struktur 
bertingkat dari yang sangat umum yang dikandung dalam 
TAP MPR, UU dan seterusnya sampai pada norma yang 
paling individual dan konkret yang dikandung dalam suatu 
penetapan tertulis (beschikking); jadi suatu penetapan 
tertulis itu juga dapat mengandung suatu norma hukum 
seperti halnya pada suatu peraturan yang bersifat umum. 
Jadi kedudukan norma dalam suatu instruksi (Instruksi 
Gubernur) yang merupakan suatu peraturan kebijaksanaan 
adalah sudah tepat. Menurut Ruiter dalam A. Hamid 
Attamimi, [22]   sebuah norma (termasuk norma hukum) 
mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. cara 
keharusan berperilaku (modus van behoren), disebut 
operator norma; b. seorang atau sekelompok orang adresat 
(norm-adressaat), disebut subjek norma; c. perilaku yang 
dirumuskan (norm-gedrag), disebut objek norma; dan d. 
syarat-syaratnya (normcondities), disebut kondisi norma. 
Dalam suatu instruksi, adresat atau subjek norma ialah 
orang-orang tertentu, dan perilaku yang dirumuskan atau 
objek norma bersifat sekali atau beberapa kali namun 
tertentu bilangannya. Oleh karena itu, dalam suatu instruksi 
adresat yang terkandung di dalamnya bersifat individual. 
[11]. 
Norma yang terkandung dalam Instruksi Gubernur Maluku 
Nomor 09 Tahun 2005 bersifat individual, yaitu ditujukan 
hanya bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang berada di 
lingkungan Pemerintahan Provinsi Maluku. Norma tersebut 
juga bersifat berjenjang, yaitu dimulai dari norma yang lebih 
rendah hingga norma yang lebih tinggi dengan sanksinya 
masing-masing. 
Mengenai sanksi, menurut Bahsan Mustafa [23], sanksi 
artinya ancaman hukuman atau hukuman yang dapat 
dikenakan kepada seseorang atau lebih yang telah 
melakukan pelanggaran atas suatu norma. Asas menjadi 
dasar norma, dan sanksi berfungsi melindungi norma, 
karena memberikan ancaman hukuman terhadap si 
pelanggar norma. Jadi sanksi merupakan satu kesatuan 
dengan asas dan norma. 
Terdapat pendapat yang senada yang mengemukakan 
bahwa : tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul 
dari suatu ketetapan, merupakan pelanggaran kewajiban 
hukum terhadap pemerintah. Pemerintah berwenang untuk 
membebankan kewajiban hukum atau dasar suatu 
peraturan yang sah. Oleh karena itu jelaslah bahwa dalam 
peraturan dasar ditetapkan juga bahwa pelanggaran 
terhadap kewajiban yang ditimbulkan oleh hubungan 
hukum-hukum administrasi dapat dikenakan hukuman A.D. 
Belifante dan H. Boerhanoeddin Soetan Batoeah [24].    
Pelanggaran terhadap norma akan menimbulkan sanksi. 
Sama halnya dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban 
yang timbul dari suatu ketetapan merupakan pelanggaran 
kewajiban hukum terhadap pemerintah. Demikian halnya 
dengan pelanggaran terhadap norma yang diatur dalam 
Instruksi Gubernur Maluku Nomor 09 Tahun 2005. Sanksi 
yang diatur tersebut bersifat berjenjang, yaitu dimulai dari 
sanksi yang ringan hingga berat, dari teguran lisan hingga 
penundaan kenaikan pangkat selama 6 (enam) bulan. 
Ditetapkannya Instruksi Gubernur Maluku Nomor 09 
Tahun 2005 yang berisi norma dan sanksi sebagai upaya 
untuk meningkatkan disiplin dan kinerja Pegawai Negeri 
Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku sebagai 
aparatur pemerintahan. Disiplin dimaksud adalah disiplin 
setiap Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati ketentuan jam 
kerja. Adanya sanksi (punishment) bagi Pegawai Negeri 
Sipil yang melaukan pelanggaran harus diimbangi dengan 
adanya hadiah (reward) bagi Pegawai Negeri Sipil yang 
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berprestasi. Dalam sistem birorasi pemerintah, dikenal 
adanya sistem Reward and Punishment. 
Penghargaan (reward) yang diberikan berupa tanda jasa, 
kenaikan pangkat istimewa atau bentuk penghargaan lain 
(PP No 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai 
Negeri), sedangkan penghargaan dalam bentuk tanda jasa 
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur 
dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1994 tentang 
Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya. Macam tanda 
jasa yang diberikan yaitu : 
a. Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun, berwarna 
perunggu, diberikan kepada PNS yang telah bekerja 
secara terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun; 
b. Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun, berwarna 
perak, diberikan kepada PNS yang telah bekerja secara 
terus menerus sekurang-kurangnya 20 tahun; 
c. Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun, berwarna 
emas, diberikan kepada PNS yang telah bekerja secara 
terus menerus sekurang-kurangnya 30 tahun; 
Sedangkan hukuman (punishment) yang berlaku bagi 
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur dalam PP 
Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil, yakni hukuman disiplin ringan, sedang, dan 
berat. Mulai dari teguran lisan hingga yang terberat yaitu 
pemberhentiaan tidak dengan hormat sebagai Pegawai 
Negeri Sipil. Terutama bagi Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku berlaku juga PP 
Nomor 30 Tahun 1980 dan Instruksi Gubernur Nomor 09 
Tahun 2005 tentang Tindakan Administratif Terhadap 
Pelanggaran Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku. 
Penerapan sistem reward and punishment membawa 
konsekuensi bagi pegawai. Yang berprestasi harus diberikan 
penghargaan yang sesuai dengan tujuan untuk lebih 
meningkatkan pelayanannya kepada publik, sebaliknya, 
pegawai yang melakukan pelanggaran harus diberikan 
hukuman yang setimpal sesuai dengan kesalahan yang 
dibuat, disamping terus dilakukannya pembinaan ke arah 
yang lebih baik.  
Selanjutnya, berbicara mengenai kedisiplinan Pegawai 
Negeri Sipil yang adalah aparatur negara, tidak lepas dari 
berbicara mengenai keseluruhan nilai budaya kerja yang 
diharapkan dapat dikembangkan oleh setiap aparatur 
negara, sehingga antara nilai-nilai dan kerja akan 
menumbuhkan motivasi dan tanggung jawab terhadap 
peningkatan produktivitas dan kinerja (Sedarmayanti [25]). 
Dari pendapat di atas terlihat bahwa salah satu unsur 
penting dalam menumbuhkan rasa cinta pada pekerjaan 
sebagai aparatur pemerintahan yang memberikan 
pelayanan publik adalah motivasi.  Motivasi kerja pegawai 
merupakan salah satu faktor yang cukup menentukan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan 
kepada masyarakat. Sumber dari motivasi kerja diantaranya 
adalah adanya kesempatan untuk berkembang, jenis 
pekerjaan yang dilakukan, serta adanya perasaan bangga 
menjadi bagian dari organisasi dimana bekerja (Dewi Ariani 
[26]).  
Dalam birokrasi yang good governance perlu penerapan 
model motivasi yang mampu semaksimal mungkin untuk 
memberikan inspirasi kepada pegawai. Dalam hal ini proses 
internalisasi nilai-nilai disiplin, ketekunan, ketelitian, 
semangat perlu mendapatkan tekanan khusus. 
Sondang  P. Siagian memberikan pengertian motivasi 
sebagai keseluruhan proses pemberian motif bekerja pada 
bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mau bekerja 
dengan ikhlas demi tercapainya tujuan (Sondang  P. Siagian 
[27]). Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa 
motivasi tidak dapat dilepas pisahkan dengan kerja karena 
dalam melakukan setiap pekerjaan ada motivasi yang 
terkandung di dalamnya. Peterson dan Plowman dalam 
(Malayu  SP. Hasibuan [28]) mengatakan bahwa orang mau 
bekerja karena 4 (empat) alasan, yaitu : 1. The desire to live 
(keinginan untuk hidup), 2. The desire for position 
(keinginan untuk suatu posisi), 3. The desire for power 
(keinginan akan kekuasaan, 4. The desire for recognition 
(keinginan akan pengakuan). 
Motivasi kerja terutama dikalangan Pegawai Negeri Sipil 
tidak dapat dipisahkan dari adanya penerapan sistem 
penghargaan dan hukuman (reward and punishment). 
Keseluruhan motivasi, disiplin, reward and punishment 
merupakan upaya-upaya untuk merangsang Pegawai Negeri 
Sipil untuk meningkatkan kinerja setiap Pegawai Negeri 
Sipil sebagai aparatur pemerintahan yang melakukan tugas-
tugas pelayanan publik. Sebagai pelayan publik, setiap 
Pegawai Negeri Sipil seharusnya menjadi sosok yang 
berwibawa, disiplin, taat terhadap hukum, agar menjadi 
teladan bagi warga negara yang lain. 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kesimpulan yang 
dapat diambil adalah sebagai berikut : 
1. Instruksi Gubernur Maluku Nomor 09 Tahun 2005 
tentang Tindakan Administratif Terhadap Pelanggaran 
Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dibuat 
berdasarkan freies ermessen, karena dari analisa secara 
normatif substansial, peraturan perundang-undangan 
yang menjadi dasar yuridis pembentukan Instruksi 
Gubernur Maluku dimaksud secara tertulis tidak 
memberikan wewenang atribusi maupun delegasi 
kepada Gubernur Maluku untuk membentuk Instruksi 
mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang ada adalah 
wewenang yang masih “kabur”. Dengan demikian, 
tindakan hukum Gubernur Maluku mengeluarkan 
Instruksi Gubernur Maluku tersebut lebih tetap 
diklasifikasikan ke dalam peraturan kebijakan yang 
adalah bentuk tertulis dari  freies ermessen. 
2. Instruksi Gubernur Maluku Nomor 09 Tahun 2005 
tentang Tindakan Administratif Terhadap Pelanggaran 
Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku yang dibuat 
berdasarkan freies ermessen memiliki akibat-akibat 
hukum tertentu baik bagi obyek maupun subyek 
daripada Instruksi Gubernur Maluku ini yaitu  Pegawai 
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku 
dan Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. 
Akibat-akibat hukum Instruksi Gubernur Maluku 
Nomor 09 Tahun 2005 adalah : 
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3. Menimbulkan hak, kewajiban, dan kewenangan yang 
baru, serta mengubah hak, kewajiban, dan kewenangan 
yang ada. 
4. Hak baru yang timbul adalah hak dari setiap pimpinan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu  di mana 
Instruksi Gubernur Maluku ini ditujukan, yakni untuk 
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan unit kerja 
masing-masing. Kewajiban baru yang timbul adalah 
kewajiban setiap Pegawai Negeri Sipil untuk masuk dan 
pulang kantor sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat 
Edaran Gubernur Maluku Nomor 061.2/1418 Tanggal 
25 Juni 2003 tentang Disiplin Jam Kerja dan Penggunaan 
Pakaian Dinas, yaitu Pukul 08.00 WIT sebagai jam 
masuk kantor dan Pukul 16.30 WIT sebagai jam pulang 
kantor. Kewenangan baru yang timbul adalah 
kewenangan setiap kepala SKPD untuk menjatuhkan 
hukuman disiplin bagi setiap PNS yang berada di 
lingkungan unit kerja yang dipimpinnya, yang mana 
sebelumnya belum ada kewenangan yang sama.  
5. Perubahan hak yang dimaksud di sini adalah 
berubahnya hak setiap Pegawai Negeri Sipil yang 
dikenakan hukuman disiplin tertentu atas hak-hak 
tertentu pula. Hak-hak yang berubah tersebut adalah : 
6. Hak atas kenaikan gaji berkala ditunda selama 3 (tiga) 
bulan, apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 
selama 11 (sebelas) s/d 13 (tiga belas) hari kerja secara 
terus menerus/berselang dalam 1 (satu) bulan tidak 
masuk kantor tanpa alasan yang sah (alpa) dan atau 18 
(delapan belas) s/d 22 (dua puluh dua) kali secara terus 
menerus berselang dalam 1 (satu) bulan terlambat 
masuk kantor/pulang lebih cepat. 
7. Hak untuk memperoleh gaji penuh (100%) diturunkan 
sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala selama 3 
(tiga) bulan, apabila Pegawai Negeri Sipil yang 
bersangkutan selama 14 (empat belas) s/d 16 (enam 
belas) hari secara terus menerus /berselang dalam 1 
(satu) bulan tidak masuk kantor tanpa alasan yang sah 
(alpa) dan atau 23 (dua puluh tiga) s/d 27 (dua puluh 
tujuh) kali secara terus menerus berselang dalam 1 
(satu) bulan terlambat masuk kantor/pulang lebih 
cepat.  
8. Hak atas kenaikan gaji berkala ditunda selama 6 (enam) 
bulan, apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 
selama 17 (tujuh belas) s/d 19 (sembilan belas) hari 
kerja secara terus menerus/berselang dalam 1 (satu) 
bulan tidak masuk kantor tanpa alasan yang sah (alpa) 
dan atau 28 (dua puluh delapan) s/d 32 (tiga puluh dua) 
kali secara terus menerus berselang dalam 1 (satu) 
bulan terlambat masuk kantor/pulang lebih cepat. 
9. Hak atas kenaikan pangkat ditunda selama 6 (enam) 
bulan, apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 
selama 20 (dua puluh) hari kerja secara terus 
menerus/berselang dalam 1 (satu) bulan tidak masuk 
kantor tanpa alasan yang sah (alpa) dan atau 28 (dua 
puluh delapan) s/d 32 (tiga puluh dua) kali secara terus 
menerus berselang dalam 1 (satu) bulan terlambat 
masuk kantor/pulang lebih cepat. 
10. Kewajiban yang berubah dengan dikeluarkannya 
Instruksi Gubernur Maluku ini adalah kewajiban setiap 
Pegawai Negeri Sipil dalam hal mentaati ketentuan jam 
masuk dan pulang kantor sesuai Surat Edaran Gubernur 
Maluku Nomor 061.2/1418 Tanggal 25 Juni 2003 
tentang Disiplin Jam Kerja dan Penggunaan Pakaian 
Dinas, karena pelanggaran terhadap kewajiban tersebut 
akan berdampak pada hak-hak yang dimiliki setiap 
Pegawai Negeri Sipil.   
 
Saran 
Pembuatan sebuah aturan, apapun bentuknya, baik 
peraturan maupun penetapan apalagi berisi sanksi yang 
jelas sebaiknya dilakukan berdasarkan kuasa perundang-
undangan agar kewenangannya menjadi jelas sehingga jika 
ada perkara tertentu yang berkaitan dengan aturan tersebut 
batu ujinya serta lembaga pengujinya pun jelas. Demikian 
halnya dengan sebuah instruksi, dalam hal ini Instruksi 
Gubernur Maluku (maupun jenis instruksi lainnya) oleh 
karena jenis “instruksi” yang adalah penetapan lebih tepat 
digolongkan ke dalam peraturan kebijakan, maka sebaiknya 
hal-hal yang akan diatur dalam instruksi tersebut di 
akomodir ke dalam jenis peraturan agar memiliki legitimasi 
yang kuat. Dalam skop ini, lebih tepat jika dibuat Peraturan 
Gubernur daripada Instruksi Gubernur. 
Akibat hukum yang timbul dari dikeluarkannya Instruksi 
Gubernur Maluku Nomor 09 Tahun 2005 tentang Tindakan 
Administratif Terhadap Pelanggaran Disiplin Jam Kerja 
Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Maluku sudah jelas berimplikasi pada subyek 
maupun obyek Instruksi Gubernur Maluku tersebut. Namun 
jika diperhatikan dengan lebih detail, norma yang 
terkandung dalam Diktum Pertama hanya berlaku bagi 
Pegawai Negeri Sipil yang menjadi bawahan para pimpinan 
SKPD. Pimpinan SKPD diberi tugas untuk melakukan 
pembinaan dan pengawasan secara ketat kepada Pegawai 
Negeri Sipil untuk mentaati ketentuan jam kerja di 
lingkungan kerja masing-masing, sedangkan Diktum Kedua 
mengindikasikan diberlakukannya sanksi kepada Pegawai 
Negeri Sipil yang melanggar Diktum Pertama.Yang akan 
dikenai sanksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang melanggar 
ketentuan Jam kerja sedangkan Pimpinan SKPD yang juga 
adalah Pegawai Negeri Sipil tidak termasuk dalam 
ketentuan Diktum Pertama karena hanya bertugas 
melakukan pembinaan dan pengawasan. Dengan demikian 
akibat hukum yang ada menjadi tidak relevan dengan 
kenyataan yang terkandung dalam Instruksi Gubernur 
Maluku tersebut. Dengan demikian, bahasa hukum yang 
dituangkan dalam suatu peraturan harus lebih diperhatikan 
dengan baik agar tidak menimbulkan salah tafsir.. 
 
Standar Etika 
Dalam penelitian ini, peneliti tidak mempunyai standar 
etika karena penggunaan subjek/sampel penelitian tidak 
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